BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR    67     TAHUN 2007
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI RT BERPRESTASI

SE KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan kemandirian desa perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan peran RT dalam memberdayakan masyarakat;
b. bahwa untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan dan pembinaan kelembagaan RT dipandang perlu melakukan kegiatan evaluasi RT berprestasi secara terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi RT Berprestasi se Kabupaten Bantul;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang  Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;
12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang  Lembaga Kemasyarakatan Desa;

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2007;



	
	

	MEMUTUSKAN  :



	Menetapkan  :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI RT BERPRESTASI SE KABUPATEN BANTUL TAHUN 2007




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;

6. Pedukuhan adalah pedukuhan di Kabupaten Bantul;

7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
8. Evaluasi RT berprestasi adalah evaluasi dan penilaian terhadap perkembangan kelembagaan kegiatan , serta hasil-hasil pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan sebagai hasil swadaya dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 2

(1) Evaluasi RT tingkat Desa diselenggarakan oleh Lurah;
(2) Evaluasi RT tingkat Kecamatan  diselenggarakan oleh Camat;

(3) Evaluasi RT tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.

Pasal 3

(1) Peserta evaluasi tingkat desa adalah seluruh RT yang ada disetiap desa.
(2) Peserta evaluasi tingkat Kecamatan adalah seluruh RT terbaik hasil seleksi dari setiap  desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;

(3) Peserta evaluasi tingkat Kabupaten adalah RT yang terbaik hasil seleksi dari setiap kecamatan di Kabupaten Bantul.
BAB III

PENILAIAN

Pasal 4
Penilaian dilakukan dengan melihat keadaan pada 2 (dua) tahun terakhir dan membandingkan data tingkat perkembangan RT dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di wilayah RT berdasarkan data administrasi dan kenyataan dilapangan sesuai dengan indicator penilaian.
Pasal 5

(1) Penentuan juara tingkat Desa dilakukan dengan seleksi administrasi oleh Lurah;
(2) Penentuan juara tingkat Kecamatan dilakukan dengan seleksi administrasi oleh Camat;

(3) Penentuan juara tingkat Kabupaten dilakukan dengan seleksi administrasi dan peninjauan lapangan oleh Bupati;
Pasal 6

(1) Indikator penilaian RT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
a. Pendidikan;

b. Kesehatan masyarakat;

c. Ekonomi masyarakat;

d. Keamanan dan ketertiban;

e. Partisipasi masyarakat;

f.   Tertib administrasi;

g. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

h. Kelembagaan kemasyarakatan yang lain.

(2) Indikator dan score penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Indikator dan score penilaian tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Tim penilai sebagai berikut :
a. Tim Penilai Tingkat Desa terdiri dari unsure Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD;

b. Tim Penilai Tingkat Kecamatan terdiri dari unsure Muspika dan Instansi Tingkat Kecamatan;

c. Tim Penilai Tingkat Kabupaten terdiri dari unsure Instansi di Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Penetapan juara sebagai hasil dari penilaian tim sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah sebagai berikut :

a. Juara evaluasi RT tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;

b. Juara evaluasi RT tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat;

c. Juara evaluasi RT tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 9
Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan evaluasi RT berprestasi Tingkat desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 1 Desember 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor      65          Tahun 2007
Tanggal  1 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858
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